PPID SETDA
JATENG

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah







Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
.
o= PELAVANAN INFORMASI PUBLIK Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi:
PPID PEMBANTU SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat,
benar dan tidak menyesatkan;

_ f Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib
I\K/lam' Berupaya disediakan dan diumumkan;
emberikan Pelayanan

Informasi Publik Dengan
Sunggh -Sungguh Untuk Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas
Dapat : pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

’ Menyiapkan ruang dan fasilitas yang dan tertata baik;

Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keakuratan
atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun
melalui media;

4 Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap
melayani.




ASPEK KELEMBAGAAN

PERGUBNOMOR 70 TAHUN 2018

Biro Umum Biro Hukum Biro Tata Pemerintahan, Otonomi
Daerah dan Kerjasama

)

Biro Infrastruktur dan Sumber Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Perekonomian
Daya Alam

r—"

Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pengadaan Biro Organisasi
Daerah Barang/ Jasa




STRUKTUR ORGANISASI

ﬁ SesuaiSurat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
No. 487.22/ 00033661 Tahun 2019 Tanggal 21 Februari 2019

tentang

PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah

ATASAN PPID PEMBANT

Kepala Biro Umum
No.  Jabatan Dalam PPID Jabatan/instansi

1l Atasan PPID Pembantu Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

2. PPID Pembantu / Ketua Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

3. Sekretaris Kepala Bagian Rumah Tangga pada SETDA Provinsi Jawa Tengah
4. Anggota
Bidang Pelayanan 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan
KETUAPID PEMBANTU Informasi Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah

Kabag Humas & Protokol

2. Kepala Bagian Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi

Jawa Tengah
SEKRETARP®ID PEMBANT

Biro Umum 3. Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi SETDA
- Provinsi Jawa Tengah

Bidang Pengelolaan 1. Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
Informasi pada Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah

2. Kepala Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaporan Pembangunan pada Biro
Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah

Bidang Dokumentasi dan 1. Kepala Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi pada Biro Umum SETDA Provinsi
Arsip Jawa Tengah

BID PENGELOLAAN INFORMAS 2. Kepala Sub Bagian Tata Publikasi dan Hubungan Media pada Biro Umum SETDA
BID PELAYANAN INFORMASI -
Biro Infrasda, Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah

Biro Otda & Kerjasama,

Biro Kesra, Biro Organisasi Bidang Pengaduan dan 1. Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota,

Penyelesaian Sengketa Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

2. Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
BID DOKUMENTASI & ARSIP BID PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKH pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah
Biro Umum Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro APBJ

3. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Jawa
Tengah



KONSOLIDASI KESEKRETARIATAN

K

Uji Konsekuensi Informasi Publik
Evaluasi & Konsolidasi Internal PPID Setda Jateng 2021
PPID Setda Jateng

Sosialisasi Keterbukaan Informasi oleh
Komisi Informasi Provinsi Jateng


http://ppidsetda.jatengprov.go.id/struktur_organisasi
http://ppidsetda.jatengprov.go.id/struktur_organisasi
http://ppidsetda.jatengprov.go.id/struktur_organisasi
http://ppidsetda.jatengprov.go.id/struktur_organisasi

PERMOHONAN INFORMASIPUBLIK i

Januarif: September 2021 PPID

TOTAL g1 Permohonan

JANUARI S MARET APRIL JUNI jJuLl AGUSTUS) * SEPTEMBER
=AHARRARA
Offline
Online 39 Permohonan Offline 12 Permohonan
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Setda Jateng Dalam OPEN DATA
Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017

2021

tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah.

«~OPEN DATA

Datasets Organizations Groups About
Suind PROVINSI JAWA TENGAH

http://data.jatengprov.qgo.id

# / Organizations / Sekretariat Daerah m 2019 =2020 m2021

& Datasets =~ @Activity Stream @ About

Sekretariat Daerah 1,300 datasets found Orderby: | Relevance v 1400
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah read more 1200
LKjlP Biro Perekonomian Tahun 2020 1000
Followsrs Detassis Berisi tentang uraian LKjIP Biro Perekonomian ek 2
0 13k | ‘o %
600
400
2020 200 — -~
@ / Organizations / Sekretariat Daerah 0 /
<5 Dat: 1 © Activity St T © About
e G o - Jumlah Data Yang Terupload
Sekretariat Daerah 1,287 datasets found Orderby:  Relevance v

Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah read more

Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng/Update Agustus 2020
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DAFTAR INFORMASI
PUBLIK 2021

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah




DAFTAR INFORMASI PUBLIK

—
‘ PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
| SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

|
NOMOR 487 .22/0005728/2021
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi
Bublik pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;

Mengingat : - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Q Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Pelay Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan




